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BUPATI LIMA PULUH KOTA

LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI
HUN 2017

NOMOR 234 Th

TENTANG

GANISASI DAN PERSOBALIA TIM
N PANGAN DAN G121 DAEHAH
OTA THHUN 2017

OFFICIO

PEMBENTUKAN STRUKTUR OR
PEMANTAU SITUASI KEWASPADAA
KABUPATEN LIMA PULUH K

DALAM FORMASI JABATAN EXZ-

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
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4. bahwa dalam rangka untuk rn
yang akurat seTtz untuk antisipasi kejadian 1aVED

pangan dan eriu (

Mengingat
yizi, maks pe il
kegiatan berupa pengumpulan dats, P

dan investigasi serta penyebaran infornss sitL4s)
pangan dan gizi daerah;

b. bahwa untuk memenuhi  maksud
Pemerintah Nomor 17 tzhun 2015
Ketahanan Pangan dan Gizi dimana diperivksr

sistemn informasi tentang pangan dan gizi untuk

mempermudah  dan memperlancar
dimaksud perlu adanya Tim Pengumpul Lzta
tentang Situasi Pangan dan Gizi Dzerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan

dimaksud pada huruf a, dan huruf b dif 2129,

perlu ditetapkan dengan suatu Keputu

Lima Puluh Kota.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Perlindungan  Konsumen (Lembaran Negz
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesiz
Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

.
liper st L2
. /i €2 PR
b g B lem A
A4

byttt s
LpgesS Lo Zes

waben TS IG
‘/,-ldf’,(,,,-.l/”/;
o e Sl
I
P AN
yall Lol

Menimbang

rorg
Lo}

pes
fentzllg

Driant
pugat

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintzh
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesiz

Nomor 4438);
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Pemerintzh Nomor 28 Tzhun 2004
Reamzanan, Mutu dan Gizi Pzangan
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Indonesia Nomor 4424);

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tzhun 2015
Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambzhan Lembaran Negarz Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang
Dewzn Ketahanan Pangan;

Peraturan Dazerzh Kabupaten Limz Puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor

135);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 17 Tahun 2016  Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 17);

14, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No
ng Dewan Ketahana
Daerah Kabupaten Lima Puluh

Nomor 10)

mor 10 Tahun
N Pangan (Berita
. Kota Tahun 2011

15, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43

Tahun 201.1 Tentang Pengembangan Lumbung
Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 43) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 67 ’I‘ahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kgrja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120
Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2017 Nomor 122).

17.

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD

Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017,

2. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor 11.07/11/KEP/DP-LK/1/2017
Tentang Petunjuk Operasional Program
Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kotatahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Struktur Organisasi Tim Pemantau Situasi
Kerawanan Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2017 dalam Formasi Ex-Officio
dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang
utuh dengan keputusan ini;

Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. Pengarah :
Memberikan arahan tentang pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Wakil Pengarah :
Membantu Pengarah dalam  pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dipindai dengan CamScanner




¢. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
terkait pengumpulan data/informasi situasi
pangan dan gizi daerah;

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Investigasi
Kejadian Rawan Pangan dan Gizi;

Bertanggung jawab melaksanaan penanggulangan
kejadian rawan pangan dan gizi daerah.

d. Ketua :

Mengkoordinir  pelaksanaan kegiatan terkait
pengumpulan data/informasi situasi pangan dan
gizi daerah;

Mengkoordinir pelaksanaan investigasi kejadian
rawan pangan dan gizi;

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi.

e. Sekretaris :

Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait
pengumpulan data/informasi situasi pangan dan
gizi daerah;

Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait
pelaksanaan investigasi kejadian rawan pangan
dan gizi;

Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait
penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi.

f. Anggota :

Melaksanakan kegiatan pengumpulan data/
informasi tentang situasi pangan dan gizi daerah
yang meliputi data produksi pangan pokok, data
kejadian Puso, data Penimbangan dan Kenaikan
Berat Badan Balita, dan data perkembangan
harga beberapa komoditi pangan pokok;
Menganalisis Situasi Pangan dan Gizi Daerah;
Melaksanakan Investigasi sebagai tindak lanjut
dari hasil analisis Situasi Pangan dan Gizi Daerah
terkait adanya potensi kejadian rawan pangan
dan gizi;

Memberikan rekomendasi kepada Tim/pokja
pangan dan gizi daerah atau kepada Bupati Lima
Puluh Kota melalui Kepala Dinas Pangan terkait
penanggulangan kejadian rawan pangah dan gizi;
Melaksanakan penanggulangan kejadian rawan
pangan dan gizi sesuai rekomendasi dan arahan
yang telah diberikan oleh Pengarah/Wakil
Pengarah melalui Ketua Tim.
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KETIGA

KEEMPAT

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Deerah seperti yang tertera dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat
Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Kegiatan
Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan nomor
rekening : 1.02.03.01.02.03.01.15.01.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 M«\ 2017

BUPATI LIMA/PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
Kepula Distanhorbun Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;

Kepala Dinas Kesehatan di Payakumbuh;

Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;

oy B b B

Arsip.
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